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ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana di Indonesia sejak tujuh puluh tahu i
pada kodifikasi dengan modifikasi sesuai perke;baigan jam:n[az{:rz:;clzz b:zl;:‘t::
pidana matenel_dan hukum pidana formal. Namun hukum pelaksanaan pidana
belum dikoc'izﬁ.'kankan,' dibuat secara parsial, dan tidak dibentuk dalam sistem yang
Sejatinya, Hukum pelaksanaan pidana merupakan bagian integral dari
sistem pemidanaan dalam arti luas, yang menerapkan sanksi pidana dan

(indakan yang diatur dalam hukum pidana materiel dan ditegakkan oleh hukum
pidana formal, dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terdiri dari
penjatuhan sanksi dan pelaksanaan

kekuasaan penyidikan, penuntutan,
nggu sistem penegakan hukum,

terpad.

putusan. Kondisi ini tidak mustahil dapat mengga
Khususnya pelaksanaan pidana dan tindakan. Tulisan ini bermaksud mengkaji fungsi,
kan hukum pelaksanaan pidana (Strafvollstreckungsrecht) di- '

peran  dan kedudu
Indonesia dalam pembaruan hukum
embariian tiukinm pelaksanaan pidand dalam perspekt
berdasarkan falsafah Pancasila. Kajian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif
dengan  pendekatan yuridis-historis, yuridis-filosofis,  dan yuridis-komparatif.
Berdasarkan paradigma yang ingin dibentuk, hukum pelaksanaan pidana di Indonesia
sebagai ius constituendum harus ditempatkan sejajar dengan hukum pidana materiel

ana berlangsung secara integral

dan hukum pidana formal, agar pembaruan hukum pid
dan komprehensif demi membentuk sistem hukum pidana yang bercirikan Indonesia.

pidana di Indonesia, yang bertujuan mengkaji
if kebijakan hukum pidana

Kata kunci: pembaruan hukum pelaksanaan pidana.

Péndahuluan
Sudarto menyatakan bahwa yan

ang berupa pidana yang di
ana ini adalah sanksi yang

akan hukum pidana dari bidang

g membed
ancamkan kepada

hukum lain ialah sanksi ¥

anksi dalam hukum pid

pelanggaran normanya. S
ana merupakan sistem sanksi

atakan bahwa hukum pid
ain sudah tidak memadai,

negatif, oleh karena itu dik
iterapkan apabila sarand I
inyai fungsi yang subsidair sebagal

) Sanksi pidana menjadi pcndcritnan, yang

dan kelvarganyd,

yang negatif. Pidana baru d
“ultimum

sehingga hukum pidana memp!
remedium.” (Sudarto, 1986: 22, 24
bukan hanya bagi pelaku tindak pidana

mMompang L. panggabean m
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masih seperti WvS Hindia Belanda, Memang dalam perkembangannya ad

' M\-'—»-..__\_”Mm_ R,
B v

mendatangkan persoalan kemanustaan, karena masyarakgq hars

"’""ﬁk;,\

warganya yang menjalani pemidanaan.

Sejatinya pmblcmn-problcma dasar dari hukum pidang terle

makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patyt diterip, "

hal yang tidak terpecahkan dalam menyusun hukum pidan, Mater;, .
dg,

Sudarto, 1986: 22, 23). Selain adanya hak negara untuk Memign, ju.‘
diperlukan hukum pidana formal (Remmelink, 2003: 1, 3). Namup bukgy ha:
itu, dalam mewujudkan pemidanaan, juga diperlukan hukum Pelaksangy, pi danj

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif dily done
yang ada saat ini merupakan peninggalan Belanda, yakni terjemahg, &
penyesuaian dengan kondisi Indonesia atas Wetboek vap Strafrech Yooy
Nederlandsch-Indie (Stb. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaky g; Indoneg,
berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 7
Tahun 1958 dan berbagai undang-undang khusus di luar KUHP (Nawawi Arief
2008: 4). Mengingat kondisi dan perkembangan Indonesia, KUKp Warisy
pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan, baik “aturan umun®

maupun  “aturan  khusus.” Namun dipahami bahwa sampai saat i

perkembangan aturan umiuii dalaiii Buku I KUHP sejak UU No. 1 Tahun 194
tidak mengalami perubahan mendasar, sebab asas-asas/prinsip-prinsip umun

(general principle) hukum pidana dan pemidanaan yang ada di dalam KUNP

perubahan/penambahan/pencabutan beberapa  pasal dapat  dikatakan masi
bersifat parsial yang tidak mendasar dan tidak mengubah keseluruhan sisten

pemidanaan (Sudarto, 1983; 99; Conf. Mocljatno, 1955; Saleh, 1083 89

Pencgakan hukum pidana melaly; hukum pidana formal telah dikodifikasiks:

dengan lahimya Und:mg;lJmlung No. 8 Tahun 198] tentang Kitab Undasg:
Undang, Hukum Acara Pidana, tetapi dalam penerapan hukum pidana maeric
dan hukumt pidang formal, patut.diingay pemikiran Sudarto bahwa pembart
hukum pidana (igyk cukup hanyy mengadakan: perubahan dalam hukum pids®*
materiel belaka, tetap; juga hukum Pidana formal dan hukum pelaksa®®

pidang, beserta segal Jadk
perubahan d

 lembagy Yang mendukung bekerjanya sistem it
alam peraturan nida... . b
W peraturan pidang harus dilihat dalam bekerjanya keseluruh
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sistem hukum pidana itu (Sudarto, 1986: 96, 97). Menurut Beliau, pembaruan
pukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana
materiel (substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum
pelaksanaan pidana (Strafvolistreckungsrecht, ketiganya harus bersama-sama
dibarui. Apabila hanya salah satu bidang yang dibarui dan yang lain tidak, maka
akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu
tidak akan tercapai.

Bertalian dengan pemikiran Sudarto tersebut, Barda Nawawi Arief
menyatakan bahwa istilah restrukturisasi dalam arti “penataan kembali”
bangunan sistem hukum pidana Indonesia, sangat dekat dengan makna
«rekonstruksi,” yaitu “membangun kembali” sistem hukum pidana nasional. Jadi
kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah law reform dan law
development, khususnya berkaitan dengan “pembaharuan/pembangunan sistem
hukum pidana” (penal system reform/development atau penal reform). Dilihat
dari sudut sistem hukum (legal system) hal itu dilakukan melalui (1) pembaruan
“substansi hukum pidana,” yang meliputi pembaruan hukum pidana materiel
(KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum
pelaksanaan pidana; (2) pembaruan “struktur hukum pidana,” yang meliputi
antara lain pembaruan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata
laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari  sistem

penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan (3) pembaruan “budaya
hukum pidana,” yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum pelaku,
perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (Nawawi Arief,

2011: 1-3).

Permasalahan
atas, permasalahan yang menjadi akan dibahas

Berdasarkan uraian di

adalah bagaimanakah upaya pembaruan hukum pelaksanaan

dalam tulisan ini

pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia’

147
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Metode Penulisan

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan Yuridig
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010: 14, 15; Hanitijo Soemltro, o g

94:“
. .. .. k'OanaS
vertikal dan horizontal. Penelitian inventarisasi hukum positif digungy,

: an iy
mengetahui hukum positif apa saja yang terkait dengan hukyp Pelaksanuk

23), berupa inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap gy, i

.

pidana; sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertik] dan h°'i10nt31

. nemuka“
keteraturan-keteraturan tentang hukum pelaksanaan pidana. Seliy it

dimaksudkan untuk pencarian norma-norma hukum positif hingga me

u
dipakai pendekatan yuridis-filosofis, yuridis-komparatif, dan WﬁdiS-his::::
untuk memperlengkapi pendekatan yuridis-normatif,

Spesifikasi penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif a
menggambarkan  hukum  pelaksanaan  pidana  ditinjau  dari ide gy,
pemikiran/filosofi, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atay gy sery
pengaturannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyaraky
Selain itu, juga merupakan penelitian  preskriptif karena hasil - analig;

dimaksudkan untuk menjawab mengapa hukum pelaksanaan pidana ip; petl

dikodifikasikan dan diunifikasikan sebagai ius constituendum,

Data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier yang dijajaki atau dianalisis dengan
menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yakni lebih mengutamaka
kedalaman data, bukan banyaknya data. Analisis kualitatif ini digunakan dengm

mengkaji data sekunder, dalam hal ini bahan hukum dengan menggunakan logika
berpikir deduktif

Upaya Pembaruan Hukup Pelaksanaan Pidana dj Indonesia

Palam hukum  pelaksanaan pidana yang masih tersebar di san2 :
selama.ini, tampak Persoalan-persoalan yang mengemuka berkaitan der#” |
masalah pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap kasus yang diputus e

pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pidang mati, ada kasus-kasus di mans 1% P
penjatuhan pidana dengan pelaksanaannya terdapat kurun waktu yang cuku? 2
lama, sehingga menimbulkan ketidak

1g3“ S
. adilan bagj terpidana. Berkenaan & I




HUKUM PELARS 4py 4 4.
MBAR UAN 44N prp AN
{{EEMLVJANG PEMBENTUKAN SISTEM gy
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pidana penjara, setelah UU No,
ternyata kondisi lembaga pem

karakternya yang tidak
tidak memberi kebebasan bagi hakim dalam
mengoperasionalkan jenis pidana denda, menetapkan jumlah/ukuran pidana
denda serta pelaksanaan pidana denda. Namun kebijakan yang bersifat

menyimpang/khusus dalam berbagai undang-undang pidana khusus tidak selaly

elastis/kaku karena

diikuti dengan  penetapan pedoman/aturan  penerapan  yang  bersifat
Menyimpang/khusus pula. Terlebih lagi kebijakan itu dilakukan tanpa
lq1'teria/ukure‘;n/pola yang jelas, sehingga menimbulkan
kEtidakkonsistenan)dalam menetapkan sistem pengancaman pidana denda,
ijlah/ukuran pidana denda dan pelaksananan pidana denda; dan pada
8llirannya yang terlihat adalah sistem pemidanaan (denda) yang terpec.ah-}‘vccah
(Nurhayati, 2009: 255-256). Bertalian dengan pidana fambahan, selain tindana
Pokok yang  dimuat pada Pasal 10 KUHP diatur pidana tambahan berupa

’ san barang-barang
Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP), perampasa

Mompang L. Panggabean
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tertentu (Pasal 39-41); dan pengumuman putusan hakim (Pasa] 43 KU,

dalam pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan efektif * Vo
Di samping pidana pokok dan pidana tambahan, tindakay, tata tery.

dikenal sebagai bagian double track system dalam sistem hukum Pidana , Yy

¢

memperlihatkan bahwa kebijakan dalam penetapan jenis sanks; Pidan g,

]
dakap, S%
tindakan menjadi sanksi yang terabaikan dalam dunia hukum Pidanadj

Pady
akademik maupun tataran kebijakan (Sholehuddin, 2003: 194), Padahy) daly

Pidan, dx

pelaksanaannya, sanksi berupa “tindakan” pun harus di garap secara serjyg

hukum positif di Indonesia lebih dominan dibanding sanks; tjp
Indonesia. Keterabaian itu terjadi pada berbagai wilayah, baik
pembaruan sistem hukum pidana, selain pengaturan tentang sanks;

Kondisi hukum pelaksanaan pidana masa kini dalam sistem PeMidangy,
dapat dilihat dalam ragaan berikut.

kodifikasi [ uu

HUKUM PIDANA | PIDANA

[DiLuar atel

KUHP uo

Bersanks|

Pidana

HUKUM PIDANA |/~ A HUKUM belum
FORMAL PELAKSANAAN | gikodifikasikan
I PIDANA

- ] i ]
Dalam UU Pidana Khusus dan Dalam Di luar Dalam
KUHAP UU Bersanksl Pidana KUHP KUHP KUHAP
kodifikasi I
B } T
UUNo.2 |l UUNe.12 |[UUNe. 20 |[UUNo. 11 |[ PP, Keppres t
Pnps 1964 || Thn 1995 Th 1946 Th2012 Kepmen,

Pembentukan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia harus dilands

politik sistem hukum pidana yang berkelindan dengan hukum pidana substansid

dan hukum pidana formal. Apabila kodifikasi yang menjadi ukuran, makd

. . . . . o a'ﬂj
kodifikasi hukum pelaksanaan pidana dilakukan untuk memenuhi dan mencap

tujuan  berupa; (1)  untuk

hukum (rechiseenhe

. N ml'ﬂl‘n
mencapar  kesatuan dan  keseserag

| eheid)
id); (2) untuk mencapai kepastian hukum (rechiszeke! e
dan (3) untuk penyederhana

Abdullah, 1982: 74).

Mompang L. Panggabean

.[]
. . o to dJ
an hukum (rechts-vercenvoudiging) (Soekan
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pemikiran untuk adanya kodifikasi dapat diletakkan pada pertimb
- N im
uridis-hlstons, yuridis-filosofis, dan yuridis-komparatif. Dari aspek arﬁan
- - N ) yuridis-
dapat dilihat bagaimana nilai-nilai yang hidup dalam pelaksanaan pida
n pidana

i berbagai wilayah adat sebelum Indonesia merdeka hingga masa kini. Berbagai
) agai

fakta h
pelaksanaan

dalam hal tertentu ada pelaksanaan pidana yang bersifat lokal untuk wilayah adat

istoris memperlihatkan corak dan nilai berkenaan dengan hukum
pidana di berbagai wilayah adat, yang menjadi rujukan untuk

kum pelaksanaan pidana yang bersifat nasional. Namun apabila

ertenty, maka penerapannya harus proporsional dan jangan menimbulkan
wenangan pemangku adat atau komponen masyarakat lain.

kesewenang-
filosofis, kodifikasi hukum pelaksanaan pidana dapat

Dari aspek yuridis-
ditinjau dari pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Secara ontologis: kebutuhan
akan kodifika ang
ri-cirinya universal dan khas, sehingga nantinya hukum pelaksanaan
ali kebutuhan akan

si hukum pelaksanaan pidana berbicara mengenai realitas, y
memiliki c1
onal takkan menghapuskan sama sek

rah-daerah tertentu yang hukum pelaksanaan
i-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

pidana yang bersifat nasi
adanya kekhasan pada dae
pidananya disesuaikan dengan nila
dalam masyarakat. Hal ini tentunya be
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 t

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang P
Adanya hukum pelaksanaan pidana se

rtolak dari jaminan yang diberikan oleh
entang Kekuasaan Kehakiman dan

embentukan Peraturan Perundang-

Undangan. bagai kodifikasi secara nasional
di samping adan adat tertentu, memperlihatkan
adanya perwujudan d
penting dalam rangka pet
Namun multikulturalisme h

Lombok, Aceh, Minangkabau,

ya kekhasan pada daerah-daerah
a menjadi salah satu asas

ari bhineka tunggal ika, yang jug

nbentukan peraturan perundang-
a di daerah adat Bali,

undangan Indonesia.

ukum pelaksanaan pidan
Bugis, Batak, dan sebagain

ara nasional oleh sister
a cambuk yang dikenal

1ohonan maaf di

ya, harus mendapat
n hukum nasional

fempat yang sama dan dilindungi sec

yang berlaku, Sebagai contoh tent

di Nanggroe Acch Darussalam, atat pide
anah Batak, atau sif

; sanak keluarg? si pet

anaan pidan

ang pelaks
at dan pern

na denda ad

muka umum yang dikenal di 1 at komunalisme penggantian
] ; . yeuri di daerah

kerugian akibat pencurian oleh teman atat ¢
rlu peninjauan gecara kritis tentang

Sulawesi ! | s

ulawesi Selatan. Dari aspek epistemologls P
._H,,,,_..A._,,_.fﬂ.-,,,,,_,,d____,

Mompang L. panggabean
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hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan hukum Pe]aksan
ditinjau dari sistem hukum pidana yang berlaku, sebgp ketiky

terhadap ketentuan hukum pidana materiel diproses melalyj Keten,

i
langgab;
sSas Um

Jelas dan didasarkan pada faktor-faktor yuridis-historis, yuridig ﬁlOSoﬁ Yy
s!

pidana formal ternyata tidak diimplementasikan dengan asas-a

yuridis-komparatif, maka falsafah pemidanaan dan tujuan Demidanaan

dapat dicapai dengan baik. Keberadaan hakikat, landasan, batas-batas )

bukap hay
; ) i
unifikasi) akan memberikan ruang bagi hukum pelaksanaan Pidana unyy,

patokan hukum pelaksanaan pidana dalam suatu kodifikas; (

sejajar dengan kedua “saudara kandungnya,” yakni hukum pidana mateﬁe[%

hukum pidana formal. Sedang secara aksiologis dapat dikataka bahwg tel

g
tlmy
pengetahuan hukum pidana, maka nilai-nilaj dan tujuan pemidanaan yang el

tentang nilai-nilai dan telaah teleologi tentang tujuan hukum pelaksanaan p;

sebagai kodrat (devine purpose) atau sebagai tujuan Pemanfaatay

disusun sebagai kerangka teoretik hukum pidana materiel dapat kehilangan g

dalam penerapannya karena tidak ada rambu-rambuy kerja secara operasion
Aparat pelaksana pemidanaan dapat mengalami kendala ketika berhadap
dengan benturan antarketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, terlebih
lagi menyangkut masalah-masalah mendasar dalam hukum pidana materiel,
Dari sudut yuridis-komparatif, belajar dari negara-negara lain, modl
kodifikasi yang digunakan dalam menyusun hukum pelaksanaan pidana merekt
perlu menjadi bahan kajian bagi legislatif Indonesia untuk membuat kodifiksd
hukum  pelaksanaan pidana yang bercirikan Indonesia. Meskipun hukun
pelaksanaan pidana dj banyak negara besar tidak dikodifikasikan terpisah &
hukum pidana materie] dan hukum pidana formalnya, namun dari segi tekai
perundang-undangan, tetap; Indonesia dapat belajar dari negara-negara 35t
yang membuat subsistem hukym pid

formal, dan subsistem hukum pel

. . . jdand
ana materiel, subsistem hukum p

: cing-masité
aksanaan pidana ke dalam masing-m

, — , v ‘ . [ m_\‘:l
kodifikasi. Hal inj niscaya member;j manfaat besar ketimbang membiarkal

eperti kondisi e L o fidh
seperti kondisi yang adq kini, sehingga terkesan tidak diunifikasikan,

bersistem, dan tidak terpadu,

—— -
—_— .
mmpang L. Panggabean
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- Hubungan kerja dan kerja sama yang

L Bantuan setelah selesai meny

PN \JANG PEMBENTUKAN
Mfs“;gxﬁiv SISTEM HUk, UM PIDANA
v I
NOISBN 978.602.001.65

berdasarkan hak asasi manusia, dan lain-aj,

Asas-asas hukum pelaksanaan p; : _
dibentuk dalam  kerangka pem%gjglak at111da;ci tterlepas dari asas-asas yang
dinyatakan oleh UU Ne, 12 Tahun 201, Stem  hukum nasional, yang
Perundang-undangan el wiricige tentang Pembentukan Peraturan
kebangsaan, kekeluargaan, kenusantafaan, bh?r?:?eglg otl::;éal i]lizmg:csili?::,
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan
kepastian huku_m, @n/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

Struktur organisasi pelaksana sanksi dan kewenangannya. Berbagai lembaga
yang bertugas untuk melaksanakan sanksi pidana (pokok dan tambahan) dan
tindakan tata tertib — termasuk sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi
sebagai subjek tindak pidana — harus diorganisasikan lebih cermat dan
disusun dalam suatu struktur yang komprehensif, antara lain lembaga
penindakan berupa rumah sakit jiwa dan lembaga-lembaga sosial lainnya
yang berperan dalam membina para pelaku seperti anak di bawah umur dan
pelaku dewasa yang diberi keterampilan. _ _

Hakim pelaksana sanksi. Selain hakim yang untuk menjatuhkan sanksi, perlu
hakim pelaksana sanksi menggantikan model hakim pengawas dan pengamat

sekarang. | | |
Pelaksanaan pidana mati: apabila masih dlpertahankan, paganmana
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waktu tertentu. katan harus mampu

itusi ; rakatan: lembaga pemasyara
menjoch o et b perkembangan masyarakat.
rbadan atau antarnstitust

' ikuti berdasarkan
menjawab dan mengikuti ber harmonis ant n
yang bertanggung jawab melaksana(lican sank;:3 gﬁzr:lz; ::ns ;1:1 - p.i oo i

: ipikirkan pendanaan . i iuga melibatkan
giggigﬁa;éng ?;gellk(;:srllya menjadi beban pemerintah, (etapt Ji5
pihak swasta dan badan-badan 3525 rlunya model organi_sasi d

. . * DE s
Or ani i nit kerja ekOllOIm: p n institusl.
ganisasi dan u y a bagi pengembanga us dikembangkan agar

ilkan dan
Yang dapat menghasi kerja harus t " kelembagaan. |
n somtaf}itﬂ: pe dikembangkm;] lggg
ni pidana Pt a se
- tc]z[:h selesal asyarakat

an unit kerja

erus-mencr
adap kineg
rlu juga dIX
menjalani pidanany

tidak terdapat ketimpangan da
a sebagai warga m

idana yang
memberdayakan narapida h ykebutu

dapat bekerja dan memenu i

Yang baik.
Mompand L. panggabean



NASIONAL

ALAM
PEMBARUAN HUKUM PEMK.SANAAN Pf&'ﬂ !DPIDANA
MENUNJANG PEMBENTUKAN SIST;M

g ansparansi informasi apabila ada narapidana yang mep;,
12- ::ﬂ:g zllatirr;“;)se%{;ebab kematian dan upaya yang dilakukan sebeluy, A d"nim
inggal. ) _

13. lr;:;:;gggaan pidana denda yang _besamya} disesuaikan dengay L
ekonomi masyarakat dan tujuan penjatuhan pidana denda. . Ong

14. Tindakan alternatif berupa perlakuan terhadap narapidana p,
individualisasi pidana, mengingat setiap pelaku tindak pidana mEmilikl-aﬂ.‘a"
yang berbeda-beda (Raharjo, 2012: 292). Misalnya dengan mem?k[?
pendapat Martinson mengenat 6 _(ena.m) quel tindakan sebagaj ben l
individualized treatment model, yaitu: Educatronql and vocationg/ Iraip;
Individual and group counseling, Institutional enwr_onmenta! change (m”;'?g
therapy), Medical treatment, The effects of sentencing, Community trea,,,,::
progranis. B

15. Tindakan keamanan: pengobatan kejiwaan, pengobatan alkohol bag Mg
yang menjadi pengedar dan juga pengguna narkotika, serta juga bagi merly
yang mengalami gangguan kejiwaan setelah berada di dalam lembagy aty

emiliki ketergantungan pada minuman ke,

pengobatan bagi mereka yang m _
16. Sanksi pidana dan tindakan edukatif terhgdap anak/remaja yany
mempertimbangkan berbagai kondisi si anak, sehingga tidak menjadikap g

anak terstigmatisasi akibat penerapan pidana dan/atau tindakan yang
dikenakan padanya.
17. Pelaksanaan tindakan disipliner terhadap mereka yang dijatuhi pidana da
tindakan dengan memperhitungkan kondisi dan latar belakang masing
masing.
18. Pengawasan orang tua terhadap anak yang dijatuhi pidana atau tindakan
Namun jika anak mendapat didik buruk dari orang tuanya, maka diupayakan

pola orang tua asuh.
19. Cara pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi.

20. Sanksi terhadap pelanggaran ringan demi mencegah stigmatisasi pidana.
21. Kerja sama internasional dalam penerapan hukum pelaksanaan pidana dan

tindakan.
Politik hukum terhadap hukum pelaksanaan pidana dilakukan deng

memakai pendekatan kebijakan/rasional (policy oriented approach) dan
pendekatan  nilai (value oriented approach) berdasarkan paradigml
Ketuhanan/moral religius, paradigma Kemanusiaan (humanistik), paradig®
Kebangsaan (nasionalistik), paradigma Kerakyatan (demokrasi), dan paradign®
keadilan sosial, dapat dibangun substansi hukum pelaksanaan pidana, strukluf
hukum pelaksanaan pidana, dan kultur hukum pelaksanaan pidana, dalam

kesejajarannya dengan hukum pidana pidana materiel dan hukum pidan formal.
Hukum pelaksanaan pidana tersebut memiliki nilai keseimbangan anta " af
Ketuhanan  (moral-religius), nilai Kemanusiaan (humanistik), dan e

Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, dan keadilan sosial). Analog dent?”
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ide Soekarno ketika mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
merdeka, kiranya hukum pelaksanaan pidana Indonesia mendatang dapat disebut
sebagai “Hukum Pelaksanaan Pidang Gotong—Royong,” yakni hukum
pelaksanaan pidana yang berkarakter, bercirikan Indonesia, yang dilandasi pada
nilai-nilai historis, kultural, dan filosofi bangsa Indonesia.

No.ISBN 978-602-9019-83

Simpulan
Dari permasalahan yang disebutkan pada bagian pendahuluan, dapat

disimpulkan:

I. Hukum pelaksanaan pidana sebagai bagian dari sistem hukum pidana di
Indonesia, masih bersifat parsial, belum terintegrasi dan tidak dikodifikasikan
sebagai sistem, serta belum senafas dengan sistem hukum nasional berdasarkan
asas, 1de, dan cita hukum Pancasila.

2. Hukum pelaksanaan pidana yang pernah hidup di dalam suku-suku bangsa yang
ada di Nusantara sebagai kearifan lokal (local genuine), tidak bertumbuh dan
berkembang dalam hukum nasional sehingga tergusur oleh hukum pelaksanaan
pidana sistem hukum asing. Hal itu mengakibatkan kesimpangsiuran dan
kekisruhan, sebab belum ada upaya kodifikasi atau unifikasi hukum pelaksanaan
pidana.

3. Secara yuridis-historis multikulturalisme dalam hukum pelaksanaan pidana
belum mendapatkan tempat yang layak meskipun diakui adanya Bhineka
Tunggal Jka. Kajian yuridis-filosofis menyatakan bahwa dari pendekatan
Ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum pelaksanaan pidana tidak
berjalan sebagaimana mestinya sesuai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam
Masyarakat, Dari perspektif yuridis-komparatif, ada  negara-negara ‘yang
Membuat kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan

fikasi :dana di Indonesia.
kodifikasj dan unifikasi hukum pelaksanaan pidana di Indones

Mompang L. Panggabeanm_
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